BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyidikan
tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak
kandung di Polresta Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh orang tua di Unit
PPA Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Kendala utama masih berasal dari kondisi sosial dan psikologis
korban yang menyebabkan rendahnya pelaporan. Pendekatan humanis dan
gelar perkara membantu menjamin kehati-hatian serta kepastian hukum,
sehingga diperlukan peningkatan edukasi masyarakat agar pelaporan kasus
dapat meningkat.

2. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta
Padang menghadapi kendala internal dan eksternal, meliputi keterbatasan
penyidik, sarana prasarana, serta pembuktian, dan faktor psikologis korban,
dukungan keluarga, relasi kuasa, serta stigma sosial. Kendala tersebut saling
memengaruhi, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, fasilitas pendukung, kerja sama lintas lembaga, dan kesadaran
masyarakat agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan bagi

korban.
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B. Saran
Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah penyidik melalui proses rekrutmen
yang memadai, serta peningkatan kompetensi penyidik dengan mengadakan
pelatihan khusus di bidang penyidikan Unit PPA.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pihak
kepolisian melalui kerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam
menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi anak korban
kekerasan seksual oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan program rehabilitasi
sosial berupa konseling trauma, terapi pemulihan, serta pendampingan
selama proses hukum berlangsung, sehingga pemulihan korban dapat
berjalan dengan baik dan penanganan perkara oleh kepolisian dapat
terlaksana secara lebih optimal.

3. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan
sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepolisian, khususnya Unit PPA, agar
tindak pidana persetubuhan tidak lagi dianggap sebagai aib keluarga yang
harus ditutupi. Keluarga korban diharapkan dapat bersikap terbuka dan
bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan dukungan

penuh terhadap proses hukum yang berlangsung.
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